BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal dalam Pemberian Insentif
dan Kemudahan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah, dapat disimpulkan

beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun
2018 Tentang Penanaman Modal dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan
terhadap usaha mikro, kecil dan menengah belum terlaksana dengan baik,
masih ada beberapa yang belum terlaksana dikarenakan tidak ada otoritas
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, hal ini yang membuat sedikit

lambatnya Perkembangan Ekonomi terhadap UMKM di Pesisir Selatan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi olen Pemerintah Daerah Pesisir Selatan
dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5
Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal dalam Pemberian Insentif dan
Kemudahan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki beberapa

kendala, yakni:

a. Faktor internal

Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari dalam PTSP dan
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Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten

Pesisir Selatan itu sendiri:

1) Komunikasi pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal dalam
Pemberian Insentif dan Kemudahan terhadap usaha mikro, kecil dan
menengah dalam 2 tahun terakhir ini tidak efektif perihal dikarenakan
Covid-19, dalam kondisi ini membuat susahnya atau terbatasnya PTSP
dan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan dalam komunikasi langsung/luring dan juga
online/daring supaya cepat untuk melakukan Implementasi Peraturan
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang
Penanaman Modal dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan
terhadap usaha mikro, kecil dan menengah, yang mana di jelasakan

oleh Perda tersebu-t.

2) Luasnya wilayah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan faktor yang
tidak kalah penting dimana itu, permasalahan ini membuat
keterbatasan PTSP dan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dalam Implementasi
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018
Tentang Penanaman Modal dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan

terhadap usaha mikro, kecil dan menengah.
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b. Faktor eksternal

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari PTSP dan Dinas
Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir
Selatan itu sendiri:

1) Kurangnya Kerja sama merupakan salah satu faktor kendala-kendala
dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal dalam Pemberian
Insentif dan Kemudahan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah.
Sebenarnya tentang bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh
pihak keterbatasan PTSP dan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan
dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan akan bergerak lambat
apabila tidak ada bantuan pihak kedua terkhususnya pihak pemerintah,
hal ini yang sangat sering dikeluhkan dalam pengimplementasian
setiap program kerja pemerintah ini juga sangat berdampak besar bagi
UMKM Kabupaten Pesisir Selatan, yang menjadikan lambatnya
proses berkembangannya

2) Kurangnya kesadaran oleh masyarakat yang membuat masyarakat
masih  belum ada kesadaran sendiri untuk mengembangkan
Usaha/bisnis mereka di bidang Perekonomian yang nantinya di
terapakan dalam usaha/bisnisnya, maka hal ini adalah salah satu yang
membuat kendala Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan dalam mengatasi kendala-kendala yang menyebabkan tidak
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maksimalnya Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanam Modal dalam Pemberian Insentif
dan Kemudahan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki
beberapa upaya dalam mengatasi kendala, yakni:

a. Faktor internal

1) Komunikasi adalah alat untuk memaksimalkan mencapai tujuan, dan
itu harus dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan
dalam mencapai ekononi berkembang dan maju terhadap UMKM
Kabupaten Pesisir Selatan.

2) Dengan luasnya wilayah pihak Pemerintahan Kabupaten Pesisir
Selatan meupayakan untuk melakukan kerja sama seluruh elemen
Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan sehingga dapat masyarakat
yang tidak terjaring dapat merasakan dampak dari Implementasi
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018
Tentang Penanaman Modal dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan
terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

b. Faktor eksternal

1) Melakukan Kerjasama dengan semua instansi maupun masyarakat
agar dapat membuat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal
dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan terhadap Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah di rasakan oleh masyarakat Kabupaten Pesisir

Selatan.
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2) Dalam miningkatkan kesadaran masyarakat terhapap pentingnya
dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal dalam Pemberian
Insentif dan Kemudahan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Pemerintah meupayakan edukasi ke masyarakat Kabupaten Pesisir
Selatan dalam bentuk sosialisasi- sosialisasi dan yang lainnya.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang diuraikan di atas, maka penulis
memberikan saran bagi PTSP dan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dalam Implementasi Peraturan
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanaman
Modal dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan terhadap Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan segala keterbatasan pada kondisi Covid-19 maupun tidak kondisi
Covid-19, PTSP dan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan harus tetap mencari solusi agar
bisa lebih mengoptimalkan kenerja, supaya perekonomian Kabupaten

Pesisir Selatan Maju dan Berkembang.

2. Memaksimalkan sosialisasi dan komunikasi dari pihak pemerintah dalam
hal ini pihak PTSP dan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan kepada para pelaku usaha mikro,
kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Namun
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sebenarnya bukan cuman para pelaku usaha yang harus diberikan
sosialisasi tentang UMKM melainkan masyarakat awam pun harus ikut
dilibatkan dan juga para pelaku usaha dan tokoh masyarakat bisa menjadi

mentor dan perpanjangan tangan dari pemerintah itu sendiri.

. Pelatihan-pelatihan, pembinaan dan evaluasi juga harus terus
dimaksimalkan kepada para pelaku usaha di sector UMKM untuk
meningkatkan  kualitas produk atau jasa untuk meningkatkan

perekonomian dan kesejaterahan di Kabupaten Pesisir Selatan.
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